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ABSTRAK 

Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini 

beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami dilakukan oleh 

seorang pria yang memiliki ikatan perkawinan dengan lebih dari satu wanita. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai 

poligami dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Pada Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda, Majelis Hakim mengabulkan 

permohonan izin poligami seorang pria sebagai pihak Pemohon tanpa mendengarkan 

keterangan dari istri sebagai pihak Termohon dengan tidak menghadiri persidangan 

meski telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga, Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan memahami mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin 

poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama dalam Putusan Nomor 

1825/Pdt.G/2018/PA.Sda dan untuk mengetahui dan memahami mengenai akibat 

hukum Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda terhadap poligami yang tidak 

memiliki izin dari istri pertama. 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana 

pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku di bidang hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perkara poligami adalah perkara yang 

mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengarkan keterangan para pihak atau setidaknya 

Majelis Hakim dituntut untuk mengetahui keadaan masing-masing pihak. Majelis 

Hakim dapat melakukan persidangan descente agar dapat mengetahui keterangan dan 

keadaan masing-masing pihak, apabila salah satu pihak tidak dapat hadir. 
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